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BAB1

PENDAHULUAN

- A, Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk
terbesar di dunia dimana saat ini jumlahnya diperkirakan saat ini mencapai 210 juta
jiwa'. Keadaan seperti ini dapat menjadi sebuah potensi tetapi juga dapat menjadi
beban. Hal tersebut menjadi potensi apabila jumlah penduduk yang besar tersebut
memiliki produktivitas tinggi dan memiliki sumber daya manusia yang handal untuk
mengelola pembangunan, namun dapat dianggap beban bila sumber daya manusia
tersebut tidak produktif dan memiliki kualitas yang rendah akibat tingkat pendidikan
yang rendah ditambah dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia’ dan ini
tentunya menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statisik (BPS) per 18 April 2006 bahwa
jumlah rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 19. 271. 402 KK. Jumlah
pengangguran sekitar 40 juta orang’ Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar
di suatu negara sebenarnya tak perlu menjadi suvatu masalah apabila daya dukung
ekonomi yang efektif dinegara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan

termasuk penyediaan lapangan pekerjaan. Akan tetapi apabila angkatan kerja lebih

' Eggi Sudjana, Nasib dan perjuangan Buruh di Indonesia, Renaisan, Jakarta, 2005, Hlm_ 1

2 Badan Penelitian dan Pemban i iluar negeri
embangunan Departemen Luar Negeri; Masalah TKI diluar negeri prosfek

dan tantangannya bagi Indonesia, Deplu, 1997, Him. 2.

? Harian Berita pagi, Sabtu , 22 April 2006, Hlm. 4.




besar dari pertumbuhan kesempatan kerja akan menyebabkan terjadinya krisis
perekonomian ditambah sering terjadinya pemutusan hubungan kerja' sehingga
mendorong setiap masyarakat untuk mencari pekerjaan kemana saja termasuk
kenegara lain.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia
sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai
sumber penghasilan seseorang untuk memnuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendin
dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri
sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya,
keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan
hak azazi yang melekat pada din seseorang yang wajib dyunjung tinggi dan
dihormati.

Sekarang ini dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi, masyarakat dapat
dapat dengan mudah mencari pekerjaan di negara lain. Tenaga Kerja Indonesia yang
selanjutnya disebut TKI misalnya yang melakukan migrasi ke negara lain dalam
rangka mencari pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di Indonesia. Migrasi
merupakan fenomena yang telah berlangsung mengikuti perjalanan peradaban
manusia.

Jumlah TKI ini terus menerus mengalami peningkatan, sejalan dengan
kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan

ekonomi dan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan. Pengiriman jasa tenaga

* Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Him. 62.




kerja keluar negeri merupakan ekspor jasa sumber daya manusia ( Human Resources
) yang akan menghasilkan devisa nasional dan akan mengurangi angka
pengangguran5 :

Namun Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri kurang memiliki
landasan konsep yang kurang jelas terutama dalam hal peningkatan kualitas Sumber
daya Manusia (SD’M)‘S. Orientasi pengiriman TKI kurang mempertimbangkan segi
kualitas. Hal ini terlihat dari pengiriman TKI yang lebih mengutamakan segi
kuantitas yaitu untuk mengejar target penerimaan devisa disektor jasa. Pengiriman
tenaga kerja lebih banyak kelompok wanita (TKW) yang memiliki pendidikan relatif
rendah. Mereka lebih banyak mengisi jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan jenis
keterampilan tertentu (unskilled employment).

Selain itu juga berbagai kendala dihadapi seperti: sumber daya manusia,
sistem rekruitmen, quota dan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi TKI,
penyesuaian di negara penerima serta perlindungan tenaga kerja, kurangnya informasi
tentang kategori keterampilan yang diperlukan di negara penerima menyebabkan
pembekalan keterampilan untuk TKI tidak selalu sesuai dengan kebutuhan’.

Fenomena pengiriman TKI dengan keterampilan yang kurang memadai, tidak
lepas dari struktur angkatan kerja yang relatif didominasi oleh kelompok yang

memiliki tingkat pendidikan menengah kebawah sering menimbulkan berbagai

: Ngsution M. An, Qlobalisasi dan Migran Antar Negara, Alumni; Bandung; 1999; Him. 7.

Diana Yustanti, Himpunan Karya Tulis limiah Bidang Hukum 2004; Perlindungan Hukum bagi TK1
yang bekerja diluar negeri; Him. 61.

Soepangat Pmn; Ma_.s'{zlah Yang Dihadapi TKW yang Bekerja Diluar Negeri; Makalah forum
Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Peranan wanita; Bogor; 1999; Him. 2.




persoalan baik pada saat pra penempatan , saat bekerja diluar negeri maupun pada
saat kepulangan ke Indonesia®. Hal ini juga menjadikan TKI rentan terhadap kasus
perdagangan perempuan dan anak. Sering para TKI berganti ganti majikan yang
mengakibatkan sulit untuk melacak keberadaan TKI berdasarkan nama majikan yang
tertera di pasporg.

Meskipun sulit untuk memperkirakan, menurut informasi kantor migrasi
internasional memperkirakan 250.000 orang diperdagangkan di asia tenggara setiap
tahun. Konsorsium Pembela Buruh Migran Internasional memperkirakan sekitar 10.
000 orang Buruh Migran Indonesia pada tahun 2000 telah diperdagangkan'’.
Pengiriman TKI selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh calo. Biasanya
para calo ini akan lepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau tahu
persoalan begitu setelah TKI dikirim keluar negeri''.

Hal tersebut juga menjadikan TKI rentan terhadap kekerasan dan
ketidakadilan. Jika tidak ditangani dengan tepat, persoalan TKI ini dapat
mengakibatkan ketegangan dan mungkin juga retaknya hubungan persahabatan antara
Indonesia dengan negara penerima TKI. Untuk mengatasi tersebut, Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti diantaranya,
Keputusan Menteri No. 138/Men/2000 tentang perubahan atas Keputusan Menteri

tenaga Kerja No. Kep-204/men/1999 tentang penempatan tenaga kerja keluar negara

;Diana Yustanti, Op. Cit. Him. 61 ,
Rickson J. Simamora; Skripsi Peranan Perwakilan diplomatik RI terhadap Perlindungan Buruh
!l\;!igran (TKI) di luar negeri; 2004; Him. S.
Miol; Perdagangan Manusia Indonesia satu Juta setiap tahun: http//www.bkkbn.go.id Him.1

;;Guinn&ss P; Indonesian Migran In Johor, Buletin of Indonesia Economic Studies: Jakarta: 1990:
m. 117. ' o
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dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep-107/BP/1999
tentang petunjuk teknis perlindungan TKI diluar negeri melalui asuransi, serta
keputusan Menakertrans No. 104A tahun 2002 tentang penempatan TKI keluar
negeri.

Tidak sampai disitu, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah
berusaha memfasilitasi kepentingan para tenmaga kerja pada umumnya. Namun
demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih dirasakan sangat tidak
mendukung untuk memberikan perlindungan kepada para TKI luar Negeri. Selain
tidak mengatur soal perlindungan TKI secara tegas, peraturan perundang-undangan
diatas juga tidak memuat sanksi bagi Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang melakukan
pelanggaran. Yang pasti, sanksi tersebut hanya berupa pencabutan izin Usaha
Penempatan.

Sekarang telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang
diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 oktober 2004 yang diharapkan mampu
mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di luar negeri.
Berdasarkan berbagai fakta tersebut, penulis tergerak untuk mengkaji dan membahas
persoalan tersebut secara sistematis dalam skripsi dengan judul : « Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (TKI-LN) menurut UU No. 39 Tahun
2004 «.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan atau proses pengiriman dan penempatan TKI
ke luar negeri menurut UU No 39 tahun 2004 ?

2. Bagaimanakah konsep perlindungan dan sanksi terhadap pelanggaran yang
terjadi bagi para TKI di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ada selama ini serta bagaimana juga menurut UU No. 39
Tahun 2004 ?

ol Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penulisan ini adalah

. Untuk mengetahui tahapan-tahapan pengiriman dan penempatan TKI di luar

negeri.
Untuk mengetahui upaya perlindungan dan sanksi terhadap pelanggaran yang
terjadi bagi para TKI di luar negeri menurut peraturan yang ada selama ini

dan juga mepurut UU No. 39 Tahun 2004.

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan mendapat dua macam kegunaan :

. Secara teoritis yaitu diharapkan penulisan ini agar dapat menjadi referensi

atau sumber bacaan bagi penulis-penulis selanjutnya.




D.

2. Secara Praktis yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran
di bidang hukum agar dapat melahirkan kebijakan-kebijakan hukum yang

menjamin perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif melalui
metode pendekatan : Metode deskriptif yuridis analitis yaitu metode yang
mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan

perlindungan TKI di luar negen serta menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang

terdiri dan :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Konvensi-konvensi hukum internasional dan
peraturan-peraturan bilateral serta Undang-undang nasional Indonesia yang
berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, makalah-makalah,
surat kabar, majalah, informasi dari internet dan tulisan-tulisan lain yang

berhubungan dengan penulisan sskripsi ini yang sifatnya sebagai unsur

penunjang.



3. Metode Analisis

Untuk mengolah bahan-bahan penelitian yang didapat digunakan metode

pendekatan sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Yuridis Analitis

Yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang
berhubungan dengan pengaturan perlindungan TKI diluar negeri serta
menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut.
b. Metode Historis.

Yaitu mengungkapkan dan mempelajari sejarah suatu masalah-masalah

mengenai perlindungan TKI diluar negeri.

Setelah keseluruhan bahan dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan
pengolahan bahan dan informasi, langkah selanjutnya adalah menganalisanya. bahan
dan informasi tersebut dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu semua
informasi dianalisa dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan
pengukuran tetapi menjelaskan bahan yang bersifat doktriner yang berupa peraturan
tertulis dan penekanan pada aspek yuridis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan

yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.
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Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2002 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

Konvensi WINA Tahun 1963 Tentang Hubungan-Hubungan Konsuler.

International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers
And Members Of Their Families.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri.

Internet

http://www .bkkbn.go.id

http://www kompas.com .

http://www Ibh-apik.or.id

http://www.mediando.co.id
http://www .nakertarns.go.id
http://www tki.or.id/pitki

http://www.webmaster@indoregulation.com
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